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ABSTRAK

Terhadap bentuk perlindungan konsumen dalam pembelian barang,
konsumen berhak memperoleh keamanan dalam mgngkonsumsi barang, berhak
memperoleh infg ang benar, jelas dapag poenai kondisi barang.

i perlindungan
urut Undang-
oleh Kantor
a Pabean B
implementasi
i yang ditemui
adya Pabean B

pakandinetode penelitian
yakni sos &f research, yaitu
penelitian au sampel fisik
tertentu den pat mengg ghelitian ini. Metode

plementasi  perlindungan
konsumen dalam rokok anpa pita cU dahwa Kantor Pengawasan dan
'-

melakukan sosialisasi dan Operas¥ Pasar guna memenuhi tugas dalam
menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan sebagai wujud
memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan memastikan bahwa
konsumen layak mendapatkan rokok yang legal. Kedua, Faktor-faktor
hambatan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal
tanpa pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea
Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang , yaitu wilayah pengawasan
yang sangat luas, kurangnya Sumber Daya Manusia dan dan kesadaran
masyarakat yang belum paham terkait kepabeanan dan cukai serta kurangnya
peran serta pedagang kecil dalam membantu menekankan peredaran rokok
ilegal tanpa pita cukai.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Rokok llegal, Pita Cukai, Bea dan Cukai
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ABSTRACT

Regarding the form of consumer protection in purchasing goods,
consumer have the right to obtain security in cons |ng goods, have the right
ad honest informatio ng the condition of the

5 and Excise
, especially
§ on cigarette
Ciddl to sell illegal
gal cigarettes

n problems as
against illegal
ding 0. 39 of 2007
concerni . ie by the: Of and Service of
Customs 2 CUst ; 0. 86cond, What are
the obsta ] ementati 3 tection against

ftes the Office of
ustoms Type B

empirical ﬂ Va eseal i€sedrch to collect data
through indivie sical s of being able to
i sions, namely the

Customs and Excise Madya Custom§*Type B Tanjungpinang has carried out
socialization and Market Operations in order to fulfill the task of emphasizing
the circulation of cigarettes. Illegally without excise stamps and as a form of
providing legal certainty to consumers and ensuring that consumers deserve
legal cigarettes. Second, The obstacle factors in providing consumer protection
against illegal cigarettes without excise stamps encountered by the Office of
Supervision and Service of Customs and Excise Madya Customs Type B
Tanjungpinang, namely, a very wide surveillance area, lack of Human
Resources and public awareness that has not understanding related to customs
and excise and the lack of participation of small traders in helping to
emphasize the circulation of illegal cigarettes without excise stamps.

Keyword: Consumer Protection, lllegal Cigarettes, Customs and Excise
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BAB |

PENDAHULUAN

gambil tindakan

atu tindakan atas

sebagai makhluk ciptaan Tuhan aha Esa yang memiliki tugas untuk
mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh pengabdian dan penuh
tanggung jawab. Demi kesejahteraan umat manusia, setiap manusia

dianugerahi hak asasi oleh pencipta-Nya demi menjamin keberadaan harkat

dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

17
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Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Hak Asasi Manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhgz

tentang

budaya S
kepenting
perlindunge

Manusia

memberikan manfaat dan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi
kebutuhan terhadap produk dan jasa yang dibutuhkan.

Dalam pergerakan dunia usaha, dengan adanya manfaat dan
kemudahan tersebut menyebabkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi

tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen

menjadi objek dalam kegiatan berbisnis demi mendapat keuntungan yang besar

18
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bagi pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari

pemerintah atas kesehatan, keamanan dan keselamatannya. (Hacinka 2018)

Hal yang demikian ini, hak konsumen merupakan hak positif yang

atas produk barang dan/ atau jasa yang dibeli diatur di dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini
menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab

pelaku usaha sebagai penyedia barang ataupun jasa. (Sidabalok 2010)

Bentuk perlindungan konsumen terhadap pembelian barang diatur di

dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen , yaitu “Konsumen

19
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berhak memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak memilih barang dan atau jasa serta

mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta

jumlah yang " | dan jujur mengenai
SRS RN
: 2 Ensasi ganti rugi
atau tidak

omor 8 Tahun

tersedia bagi
konsume selé nya ama k dik ! saha yang tidak

bertangg

D
=
D
=
o
QD
~

o
[
N
c
=

)
-
AN
~
5
2
>
3
s
R
o

tertentu khususnya produk rokok telah memenuhi standar edar yang telah
ditentukan oleh pemerintah.

Dalam hal ini alasan dari adanya produk rokok dikenakan cukai,
dikarenakan produk hasil tembakau tersebut termasuk kategori barang yang

saat dikonsumsi perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan

20
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penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi si pemakai yang disebut
dengan perokok aktif maupun perokok pasif.

Dalam kaitannya, keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

p. barang-barang yang

‘ ‘ ‘W‘t“‘ .Qa dan Cukai

pengusaha setelah r@ ya yaitu membayar pajak

Qa‘\\‘

dan cukai serta memenuhi sya asuk wilayah tersebut.

Sehubungan dengan adanya peningkatan atau kenaikan tarif cukai
hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mulai
diberlakukan sejak tanggal 01 Februari 2021 menyebabkan masyarakat sebagai
konsumen merasa terbebani terhadap kenaikan tersebut, sehingga para

pengusaha rokok memanfaatkan momentum tersebut yang pada awalnya

21
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rokok hanya dapat diedarkan di wilayah FTZ menjadi diedarkan di luar
wilayah yang ditetapkan (wilayah FTZ) dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan yang lebih. Sehingga menyebabkan maraknya peredaran rokok

ukai hasil

drol dengan

“ne

I pengawasan
kai dan dapat
2narik pembeli.

an merek yang

“hlkakatiggy

Penjualan rokok ilegal ini tidak hanya merugikan pihak —pihak
pengusaha yang sudah taat dengan ketentuan membayar bea dan cukai, tetapi
juga mengurangi pendapatan Negara dari sektor cukai. Dampak dari adanya
penjualan rokok ilegal ini juga menjadi penghambat berkembangnya industri
rokok nasional dan para pelaku industri juga merasa adanya ketidakadilan

persaingan di pasar.

22
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Apabila dilihat dalam aspek Islam, pada prinsipnya Islam menjamin
perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik dapat menegaskan haknya.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak, maka pemilik hak dapat meminta ganti rugi

perselisihan dalam

‘ ‘ !““‘ ..a jiban untuk

) E LR

~
3
QD
[%2]
<
[}
=
QD
3
a2

1%‘3‘"

%
<

D
<>
S
QD
>
o«
3
@D
3
=
—
c
>
«Q
@

produk rokok atau tembakau, karema@®dianggap sebagai barang yang memiliki
karakteristik menurut undang-undang. Petugas akan melakukan pengawasan

serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

Dalam hal menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai,
petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang telah terjun langsung ke lapangan untuk

melakukan pengawasan maupun tindakan yang disebut dengan operasi pasar.

23
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Tujuan operasi pasar yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai
Tanjugpinang adalah untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap rokok

ilegal dan juga guna mencari informasi pelaku pemasok rokok ilegal serta

»~ I

ﬂ’ cekatan dalam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal29*ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh)

kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penegakan hukum bagi

pengusaha atau penjual rokok ilegal hingga saat ini belum dilakukan proses

24
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hukum. Pemberian sanksi bagi pelanggar hanya sebatas berupa sebagian
barang atau rokok yang ditangkap dan dikuasai oleh Negara lalu dilakukan

pemusnahan. Terhadap pelaku yang berkecimpung dalam penjualan rokok

luas di : <ot A : 8P §sanksi tersebut
hanya se tuk itu penulis
tertarik n hukum dan
hambata 2lami o : i v Bea dan Cukai

Tipe Ma

TANPA PITA CUKAI DITI NURUT UNDANG-UNDANG NO.
39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI STUDI KASUS DI WILAYAH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE

MADYA PABEAN B TANJUNGPINANG.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis

diatas, maka penulis akan membahas skripsi ini dengan membatasi pokok

1. Tujuan Pene .l.
Adapun tujuan pe .
a. Untuk mengetahui danm™ memahami implementasi perlindungan
konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang dilakukan
oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Tanjungpinang;

b. Untuk mengetahui dan memahami faktor hambatan dalam

implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa
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pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan

Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

sebagai salah
yang tertarik

adap rokok ilegal

D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen secara garis besar ialah suatu upaya guna

menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik,
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UUPK berada di dalam kajian Hukum Ekonomi. (Asmara, Sujana, and
Made 2019)

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Undang-undang No. 11 008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Dalam hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 64 Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
menyebutkan bahwa, “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-

undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur

secara khusus dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.”
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A.Zen Umar Purba menyajikan kerangka umum mengenai unsur-

unsur pokok pengaturan perlindungan konsumen sebagai berikut (Susanto

2008):

1999 tentang Perlindunga men dijelaskan, apabila konsumen

mengalami kerugian atas barang yang diperdagangkan maka:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.
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2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

n 2012 tentang

Berupa Produk

Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang memproduksi
Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian kandungan

kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.”
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(Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan

Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan)

Pasal 2ZaPeraturan Pemerintah Nomgg 109 Tahun 2012 tentang

5. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok
memberikan manfaat bagi kesehatan;

6. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;

7. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;

8. Tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam

bentuk gambar dan/atau tulisan;
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9. Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil,
10. Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan

11. Tidak bertentangan dengan norma Yyang berlaku dalam

Oapat mengkaji mengenai

kandungan tar dan nikotin ya Kandung dalam suatu produk rokok
tersebut dan BPOM akan menindak tegas para pelaku usaha maupun para
produsen rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada
label yang terdapat pada kemasan rokok, serta pencantuman kandungan
tar dan nikotin yang tidak sesuai dengan isi yang terkandung dalam satu

batang rokok didalamnya, dan jika terbukti kandungan tar dan nikotin

tidak sesuai dengan standar kemampuan masyarakat yang mengkonsumsi
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rokok, maka BPOM dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

(Desfyana, Sarjana, and Putrawan 2019)

Perlinduagan bagi pengguna rokok juga.diatur di dalam Peraturan

barang yang

ndang-undang
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2007 tentang Cukai) disebutkam®mengenai barang kena cukai berupa hasil
tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi, yaitu “untuk yang
dibuat di Indonesia: 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga
dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang
digunakan adalah harga jual eceran. Sedangkan untuk yang diimpor: 275%

(dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar
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yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 57% (lima

puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan

adalah harga jual eceran.”

aman untuk
Mengenai pita

ndang-undang

kai berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta dipimpin oleh Direktur
Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas mengawasi

penegakan hukum, pelayanan, dan peningkatan penerimaan Negara

dibidang kepabeanan dan cukai serta merumuskan dan menegakkan

kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Salah satu fungsi utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
adalah, mengawasi secara efektif dan efesien kegiatan ekspor dan impor

serta kegiatan kepabeanan dan cukai lainnya melalui sistem manajemen

rokok ilegal,
1. Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran
Rokok llegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, oleh Riza
Mahfudloh C. 100.130.148, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini membahas

mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap
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peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dan faktor

penghambat efektivitas pengawasan dan penegakan terhadap

peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu;

, oleh Fikry
Universitas
as mengenai
Dk ilegal tanpa

rokok ilegal

peredaran rokok ilegal dan tinjauan maslahah mursalah
terhadap efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok
ilegal;

4. Penegakan Hukum Peredaran Rokok llegal Tanpa Cukai
Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di
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Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Provinsi Kepulauan Riau , oleh Irwandi Syahputra. Yang di

bakau Di

Direktorat
af), oleh Agus
asikan dalam

ersitas Bandar

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam penelitian ini membahas
mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai dan faktor hambatan yang ditemui
oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Tanjungpinang.

37



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi

yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup. Dengan ini penulis memberikan

dihasilkan dari pungutan Negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang

dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik disebut dengan barang

kena cukai. (Purwito and Indriani 2014)

6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Tanjungpinang adalah salah satu pintu masuk keluarnya barang impor dan

ekspor di kawasan pabean Indonesia terutama karena letaknya yang sangat
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dekat dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor : 168/PMK.01/2012 Tanggal 06

November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

g _Madya Pabean B

SES I »

emperoleh data

yang valid' dghgal iU ite ¢ aflf dan dibuktikan

Bdigunakan untuk

observational research. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan
penelitian observasi atau survei. Penelitian survei adalah suatu metode
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data
berupa variabel, unit atau individu dalam waktu yang bersamaan, data

dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan
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agar dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. Variabel yang
dikumpulkan dapat bersifat fisik maupun sosial. (Tika 1997)

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah data

yang telal i <emudian diolah dan

“q& ‘ ‘ “h““‘ .9‘ pemperoleh

_. barkan dan
‘h Lﬂ’ Jan konsumen

leh Direktorat

ngpinang yang

aRALNATEE

elapangan yang

“\\

Tanjungpinang. Dikarenakan ada data pendukung di wilayah Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Tanjungpinang mengenai implementasi perlindungan konsumen terhadap
rokok ilegal tanpa pita cukai. Maka, peneliti memutuskan melakukan

penelitian langsung di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
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3. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian

seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.

manusia memberikan

Tabel 1.1
Daftar Kriteria Populasi
Tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap
Rokok llegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-

undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di
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Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Pabean B Tanjungpinang

Teknik

gngambilan

Sampel

Sensus

Sensus

Pelaku usaha Rokok llegal

10 orang

5 orang

Sensus

Pengguna Rokok

15 orang

10 orang

Sensus

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 terhadap olahan data lapangan Tahun 2020,

penulis mengambil kriteria populasi yaitu Pemeriksa Bea dan Cukai
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Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dan Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea

dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-
buku literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini
dan yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Dalam

penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder secara tidak

43



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

langsung yaitu berupa dokumentasi, Undang-undang, peraturan

yang terkait dan skripsi serta jurnal.

dengan cara

ertulis kepada

informasi  mengenai
pita cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
c. Observasi
Mengumpulkan data langsung dari lapangan. (Raco 2010).
Pengumpulan data dengan cara ini sesuai dengan objek penelitian

yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap
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rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi ke tempat-tempat
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

3 inggris yaitu
sumen adalah

akan; pemakai

mengartikan konsumen sebagar™ the person who obtains goods or services
for personal or family purposes”. Dari definisi tersebut terkandung dua
unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang
digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. (Shidarta 2006)

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 , vyaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai
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barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan”.

bersifat abstrak. (Prabowo 2010

Pandangan agama Islam, Perlindungan Konsumen merupakan hal
yang sangat penting. Karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen
bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut

kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara
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manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim
berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara. (Zulham 2013a)

Perlindungan konsumen memiliki tujuan yang tertuang di dalam

alam  memilih,

konsumen;

bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk

memberi gambaran perlindungan hukum yang diberikan ke konsumen
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dalam memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan
konsumen itu sendiri.

Konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha,

Disebabkan posisi

‘ ‘ “‘“““ .Q‘ jskan untuk

in developing

ce in economic

telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku di Indonesia diatur di dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa ‘“Perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada konsumen.”
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Konsumen mendapat perhatian lebih dalam ajaran Islam, baik di
dalam Al-qur’an maupun Hadist. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-

qur’an ialah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah

[

‘,;* an sisa riba),
o Bkafl memerangimu.

saling menzalimi atau mertg satu sama lain. Tentu ini berkaitan
dengan hak-hak konsumen dan hak pelaku usaha. (Zulham 2013b)

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang dan melindungi konsumen

dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau

jasa konsumen. (Endipraja 2016)
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Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi
perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal

dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat

Memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha agar bersikap
jujur dalam menawarkan produk yang akan diperdagangkan;
f. Menjaga kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen

terhadap suatu kualitas produk yang diperjual belikan oleh pelaku

usaha.
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3. Hak-hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak

adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan

Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, disebutkan hak-hak konsumen vyaitu sebagai

berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
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Ini mengandung arti, bahwa konsumen sebagai pengguna dan
pemakai barang dan/atau jasa berhak mendapatkan jaminan

kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Dalam hal keamanan

mendapatkan

ar dan kondisi

Btkedar “ada barang, ada
fa  miring, tapi harus tetap
diperhatikan kondisi barang dan/atau jasa yang akan digunakan
pihak konsumen. Terutama bagi konsumen golongan kebawah,
walaupun mereka mengetahui adanya kekurangan dari suatu
barang yang akan dikonsumsi, tapi karena sesuai dengan

kemampuan daya beli tetap akan mereka beli juga. Ini yang
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dimaksud dengan, konsumen berhak mendapatkan jaminan atas

barang dan/atau jasa yang aman sesuai dengan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

produk tidak
ja memberikan

keselamatan

konsumen yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa tersebut.
Hak ini boleh disampaikan secara langsung ke pelaku usaha atau
perorangan dan boleh juga disampaikan dengan cara diwakili oleh
suatu lembaga yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI);
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ini mengandung arti, bahwa disebabkan posisi konsumen yang

es atas suatu barang

‘ ‘H‘\“‘ .@J‘ asi secara

tidak diskriminatif.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen berhak mendapatkan
pelayanan atau perlakukan yang baik dan tidak diskriminatif.
Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada
konsumennya tanpa membeda-bedakan konsumen yang satu

dengan konsumen yang lainnya;
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8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 1 Angka I Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan menjelaskan “Rokok
adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk
lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana

Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan

tar dengan atau tanpa bahan tambahan.” (Peraturan Pemerintah Republik
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Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan 2003)

Dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

ar, dihisap
atau bentuk
m, Nicotiana
a mengandung
.’ (Peraturan
2013 Tentang

esehatan Pada

0 Q . an.asap. Rokok biasanya dijual
dengan kemasan K€ : KOtek dan tiap-tiap merek rokok
memiliki jumlah isi yang Dberbeda. Rokok yang diperjual belikan

kebanyakan berbentuk kotak kecil sehingga dengan mudah masuk

kedalam kantong atau saku.

2. Kandungan Rokok

Bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok, sebagai berikut:
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a. Nikotin

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109

Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif

menambah dosis nikotin untuk mempertahankan efek tenang dan
rileks. (Sudiono 2008)
b. Tar
Dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Tar adalah kondensat asap
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yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah
dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

Tar adalah zat berwarna coklat yang mengandung berbagai jenis

dan N-nitrosamine.

masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini terjadi karena, gas
CO menjadi racun metabolisme ikut bereaksi secara metabolisme
dengan darah. Senyawa tersebut sangat beracun karena dapat

menghambat pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh manusia.

d. Timah Hitam

59



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Kandungan timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok
sebesar 0,5 pg, sementara ambang batas bahaya timah hitam yang

masuk ke dalam tubuh adalah 20 pg per hari. Jika seorang perokok

daun tembakau

daril daun tembakau

b. Berdasarkan Bahan Pembungkus

1. Rokok Klobot, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya dari daun
jagung kering.
2. Rokok Kawung, yaitu rokok ini hampir sama dengan rokok klobot,

dibungkus dengan daun aren atau daun kawung.
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3. Rokok Sigaret, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya dari
kertas.

4. Rokok Cerutu, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya dari daun

ertas. Ukuran rokok

&
»” 4
it ﬁ yang proses

Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menjelaskan,
“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean
serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”(Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)
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Kegiatan pengawasan dan pemungutan atas masuk atau keluar
daerah pabean ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin

pabean. (Jafar 2015)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar dan
berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang

meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas
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terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah
Indonesia. (Sugihartono 2018)

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah

ng terletak di luar laut

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 17 Tahun 2006
Tentang Kepabeanan, “Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang
ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”
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Tempat lain yang dimaksud dalam pengertian Kawasan pabean,

yaitu diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

109/PMK. 04/2020 Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan

Pelabuhan Laut, Bandar Udara atau Tempat Lain mengajukan permohonan
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor
Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Hal ini diatur di dalam
Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK. 04/2020

Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara.
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2. Pengertian Bea dan Cukai

Kepabeanan dan cukai merupakan 2 (dua) jenis pajak tidak

langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dan

globa mua negara di dunia

-
133 D

2006 Tentang

Bea Keluar. Bea

barang ekspor.

Bea masuk dan bea keluar merupakan suatu kewajiban pabean
yang wajib dilakukan dalam hal ekspor dan impor. Kewajiban pabean ini
diselesaikan di Kawasan Pabean yang berlaku di seluruh daerah pabean

Indonesia.
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Objek dari bea masuk dan bea keluar adalah semua barang yang di

impor dan di ekspor, kecuali barang yang dilarang di dalam ketentuan

peraturan larangan dan pembatasan.

b Kewajiban Pabean

‘ ‘ "““ .b& )awa kurang

x ) & )

.
c
=~
2
N &
c
«
QD
o
QD
—
c
=

dan laba BUMN. Cukai memberikan kontribusi yang signifikan bagi
Negara dan penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan setiap
tahunnya.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang dianggap
memiliki sifat atau karakteristik tertentu, seperti:

a. Saat dikonsumsi perlu dikendalikan;
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b. Peredarannya perlu diawasi;

c. Penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi individu

ataupun masyarakat;

agutan Negara demi

N ) TSRS N b "™

kadar berapa

digunakan dan

3. Pengertian Pita Cukai
Pita cukai diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagai bukti pelunasan cukai atas penjualan produk hasil tembakau
seperti rokok kretek. Produk yang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dipercayakan pencetakannya ke Perusahaan Umum Percetakan Uang
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Republik Indonesia (PERURI) tersebut, mempunyai unsur security cukup
handal dalam meminimalisir pemalsuan. Salah satunya ialah pemberian

hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari

~ nilai pajak yang
“F!H\“ .0‘
Peraturan
ran Direktur

Bentuk Fisik

Di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menyebutkan:

a. Seri | berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per-lembar
dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm dengan ukuran

lebar 0,7 cm;

68



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

b. Seri Il berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per-lembar

dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm dengan ukuran

lebar 0,5 cm;

. Harga jual ecerardamatau jumlah isi kemasan;

f. Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
g. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”; dan

h. Jenis hasil tembakau.
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D. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

sa lalu. Bagi
il pintu gerbang
dan dikenakan

erajaan Islam,

sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa
India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di
Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada
tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang
kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai

sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon |
di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur

Jenderal.

gnesia dimulai pada

.‘H““ .@;‘ igyak tanah

donansi cukai
AN baru tentang
elumnya belum
baga banding,

n administratif,

pEnerimaan negara. Amandemen
terhadap Undang-undang 11 tahun 1995 tentang cukai
dilaksanakan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007
yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Tanjungpinang terletak di ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau

merupakan daerah yang sangat strategis karena berbatasan langsung
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dengan Negara Singapura dan Malaysia. Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang sebagai

pintu gerbang lalu lintas perdagangan, lalu lintas transportasi laut, lalu

dan Natuna. Berikut peta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
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Gambar 11.1
Peta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Tanjungpinang
Selain itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
Tanjungpinang juga mempunyai pos-pos pengawasan atau hangar

sebanyak 11 hangar, yaitu Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelantar KUD,
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Pelabuhan Sribayintan, Pelabuhan Sri Payung KM VI, Kawasan Berikat

Karwikarya, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Pelabuhan Sri Udana Lobam,

Kawasan Berikat Pulau Bintan Jaya, APDP Tanjung Uban, Pelabuhan

+AtAL Y

e

:
4

sebagai institu an.d Pelayanan Bea Dan Cukai

we*

ang harus mampu memberikan

a1 e
| L
Tipe Madya Pabean ™%

pelayanan kepada masyarakat dengan ciri save time, save cost, safety dan

simple.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Tanjungpinang diharapkan dapat berbuat lebih banyak untuk
melakukan pelayanan yang time sensitive, perdictable, available, dan

adjustable.
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Totalitas pelayanan ini merupakan kerangka dasar nya bersumber
pada fenomena speed dan flexibility sebagai formula. Dalam hal ini Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B

x%- dan Cukai (Instansi
<

Kepabeanan 1ne Q a Instansi-yang memiliki peran yang
e
cukup penting dari Neda kan tugas dan fungsinya.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Tanjungpinang memiliki tugas, yaitu:
a. Melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan
cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan

yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
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b. Melaksanakan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kepabeanan dan Cukai khususnya di

wilayah Kota Tanjungpinang.

informasi dan laporan
g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan
senjata api;
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengasawasan dan Pelayanan
Fungsi utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ialah sebagai Fasilitator
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Perdagangan (Trade Facilitator), Pendukung Industri (Industrial

Assistance), Penghimpun Penerimaan, Pelindung Masyarakat, serta

memberikan Pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan

dan Pelayanan Bea Dan Cukal Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
Berikut bagan struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang:
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Gambar 11.2

Bagan Struktur Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Tanjungpinang
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

barang ya I als Gadlidak aman untuk

dikonsumsi. akt . Jung®jawab kerap Kkali

industri rokok.
Peredaran rokok anpa pita cukai khususnya di kota
Tanjungpinang masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan

perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna produk hasil tembakau

tersebut.
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Berdasarkan hasil penelitian Penulis, jenis produk rokok ilegal tanpa

pita cukai yang ditemui di Kota Tanjungpinang yaitu Rokok Khusus Kawasan

Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai, dengan merek sebagai berikut:

S a

No
1. | D R 8] llgKati Pita Cukai
e 0 5 e i i

2. ._ & su _-s‘g:% ati Pita Cukai
3. E ok 1 MEkati Pita Cukai
4. H Min Rok_b Bas kati Pita Cukai
5. | Lu Q S@Nﬂ - ekati Pita Cukai
6. Nis 7 ilekati Pita Cukai
7. Norton a Dilekati Pita Cukai
8. Rave Tanpa Dilekati Pita Cukai
9. Ray Rokok K an Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
10 Rexo Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai

Sumber data : Data Primer Olahan Tahun 2020

Terlihat jelas pada tabel diatas merupakan merek-merek rokok
ilegal tanpa pita cukai yang beredar, khususnya di wilayah Kota
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Tanjungpinang dan sudah ditangguhkan olen Pihak Bea dan Cukai

Tanjungpinang.

emberikan perlindungan hukus bagi konsumen, terutama

ilegal ?

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya masyarakat umum
ataupun konsumen pengguna rokok sudah mengetahui adanya perbedaan rokok
legal dan ilegal. Dapat dilihat dari hasil responden yang menunjukkan pilihan

jawaban “Ya” ialah 100%.
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Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007
Tentang Cukai disebutkan bahwa, “Cukai adalah pungutan Negara yang

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

2 Dalam hal ini rokok

TS R

i, Sifat atau

gal yang tentu

sangat ¢ pya@¥ apabila sudah

AL

dilekati

athhllh

R S
h

ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Tanjungpinang ?

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwa 30% dari 100% memberikan
jawaban pernah mendapatkan sosialisasi mengenai rokok legal dan rokok ilegal

dan konsumen yang belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai rokok
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legal dan rokok ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjungpinang sebanyak 70%. Dari data tersebut menunjukkan masih

kurangnya sosialisasi dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

undang No. 8
ak Konsumen

an pendidikan

Apakah saudara pernah

peredaran penjualan rokok ilegal di

sekitar saudara ?

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya sebanyak 80% dari
100% orang pernah melihat peredaran penjualan rokok ilegal beredar di

wilayah Kota Tanjungpinang.
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Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para konsumen
rokok bahwasannya:

“Peredaran rokok ilegal masih marak beredar di wilayah Kota

g tidak terlacak oleh

_— N
S R

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya banyak masyarakat atau
konsumen pengguna rokok lebih memilih membeli rokok ilegal tanpa pita
cukai. Ini dapat dilihat dari hasil memilih jawaban “Ya” ialah 80%.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para konsumen

rokok bahwasannya:
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“Alasan para pengguna rokok atau konsumen lebih memilih membeli
rokok ilegal tanpa pita cukai, yaitu dari segi harga yang jauh lebih

murah dibanding rokok legal.” (Wawancara dengan para konsumen,

produk

na rokok ilegal
ol dari Pihak Bea

bahan-bahan

pak Sugiyono selaku

Ly
[lapgdd’ Kantor Pengawasan

Berdasarkan Pasal 4 Huruf C Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Konsumen berhak
mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.”
Tabel 111.6
Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Perbedaan Pembelian
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Rokok llegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN YA TIDAK

Apakah ada perbedaan dalam

ak 90% dari
100% o egal dan ilegal,
terutama

an konsumen

rokok impor yang raSa ebih enak dibanding rokok lokal.
Kandungan nikotin dan tar jauh lebih tinggi daripada rokok legal.
Rata-rata rokok ilegal tanpa pita cukai yang dijual para penjual
rokok ialah rokok yang mereknya kurang terkenal. Dan perbedaan
rokok legal dan rokok ilegal tanpa pita cukai ialah rokok ilegal tidak

memiliki label lisensi dari pajak dan bea cukai Negara.” (Wawancara

dengan para konsumen, 2021)
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Dalam hal ini pelaku usaha memiliki kewajiban atas perbuatan yang

dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Pelaku usaha

RS

ag dan/atau jasa yang

%g ‘ aratkan dan

Apakah saudara pernah mendapat 100%
informasi  mengenai  penjualan
rokok ilegal dari Pihak Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjungpinang ?

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021
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Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya Pihak Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang sudah memberikan informasi dan

mengedukasi pelaku usaha tentang penjualan rokok ilegal. Ini ditunjukkan dari

i Pelaksana

Bea dan Cukai

5i dengan para
yang sesuai
langsung ke

agPelaku usaha dan

Tabel 111.8

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok llegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Penjualan Rokok llegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN YA TIDAK
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Apakah saudara pernah menjual

rokok ilegal tanpa pita cukai ?

100%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Larangan dan Sanksi Penjualan Rokok llegal

PERTANYAAN

YA

TIDAK

Apakah  saudara  mengetahui

100%
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larangan serta sanksi yang akan
didapat apabila melakukan

penjualan rokok ilegal tanpa pita

..
2

\ 3 )

X,
‘,
foeg
7o
o
rds
e
y

o g

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Penindakan Yang Dilakukan Oleh Pihak Bea dan Cukai

Tanjungpinang

PERTANYAAN

YA

TIDAK

Apakah saudara pernah mendapat

100%
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penindakan penjualan rokok ilegal

dari Pihak Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Tanjungpinang ?

hak Bea dan

dari pilihan

ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Tabel 111.11

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok llegal Tanpa Pita Cukai
Tentang Penegahan Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Bea dan Cukai

Tanjungpinang
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PERTANYAAN YA TIDAK

Apakah rokok ilegal yang saudara 100% -

jual tersebut pernah di tegah oleh

usaha rokok

ilegal tafpa ihak Bea dan

Cukai n dari pilihan

rokok FTZ.” (Wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi

Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang,

2021)

Tabel 111.12
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Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Sanksi Yang Diberikan Oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang

TIDAK

40%

ri 100% pelaku

S VA LM

usaha tid: Bldilegal tanpa pita

cukai.

dengan para pelaku usaha ilegal tanpa pita cukai, 2021)
Sedangkan 60% dari 100% pelaku usaha pernah dijatuhkan sanksi

atas penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha rokok ilegal bahwasannya:

“Sanksi yang diberikan ke para pelaku usaha penjualan rokok ilegal

tanpa pita cukai yaitu dijatuhkan sanksi dengan cara pengambilan

produk rokok tanpa pita cukai atau produk rokok tanpa pita cukai
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tersebut ditahan oleh Pihak bea dan cukai Tanjungpinang.”

(Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai,

2021)

Bobby selaku Seksi

‘ ““1 “ .90 yanan Bea

Penulis lakukan, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan
terhadap barang rokok legal dan rokok ilegal. Dari segi harga sudah terlihat
jelas bahwa rokok ilegal tanpa pita cukai jauh lebih murah dibanding rokok
legal. Masyarakat atau pengguna rokok lebih memilih untuk membeli rokok
ilegal tanpa pita cukai, dikarenakan rasa dari rokok cukai dan rokok tanpa

cukai tidak terlalu berbeda dan para pengguna rokok merasa bahwa mereka
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telah menghemat biaya pengeluaran untuk sebungkus rokok sekitar kurang
lebih 50% dari pada membeli rokok cukai atau rokok legal.
Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, Penulis

menemukan be ,i

<Ny,

7

A\

%
arinta
’ |
w.
.
y
v
7
;

-~

2. Setelah itu adanya pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada

produk rokok.
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Gambar 111.2

Sisi Samping Rokok Legal

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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4. Dan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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Terhadap kemasan produk rokok ilegal tanpa pita cukai sangat
berbeda dengan produk rokok legal dan tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Pada kemasan produk rokok ilegal tidak dicantumkan tanda peringatan

<

”
¥
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o
o
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e

%
4 —

L;nw

F g B 5

5N

Dan tentu saja tidak dilékaepita cukai, maka dianggap rokok ilegal

tanpa pita cukai. Dikarenakan tidak melewati pengawasan bea dan cukai.

Gambar 111.6

Sisi Belakang Rokok llegal Tanpa Pita Cukai
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Dalam hal ini, tentu™sa erugikan masyarakat dalam bidang
kesehatan dan merugikan Negara di bidang pendapatan Negara. Diperlukanlah
adanya perlindungan konsumen bagi pengguna rokok dan implementasi Pihak
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sugiyono selaku
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang , adapun
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langkah-langkah yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Tanjungpinang dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen

ialah:

ia cetak dan media

‘a . : * an maraknya peredaran
rokok ilegal terse dakan terhadap pelaku usaha

dan rokok tersebut. (Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang,

2021)
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Dalam hal ini, Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Tanjungpinang melakukan langkah-langkah tersebut guna memenuhi tugas

dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Tujuan dari adanya

Rihak bea dan cukai

saat Piha
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2.
o

penyidikan atau he
Berikut data Pe
Tanjungpinang yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 111.13

Data Jumlah Penindakan Barang Kena Cukai Rokok llegal
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Periode 2018-2020

NO | TAHUN KETERANGAN

JUMLAH JUMLAH

gah dimusnahkan

snahan

AM proses

usnahan

gflgawasan Dan

Tipe Madya

lis temukan langkah-langkah yang
dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang
tersebut belum memberikan dampak kepada seluruh masyarakat, terkhusus
bagi pelaku usaha rokok di wilayah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil
penelitian, bahwa sebagian pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai belum
pernah mendapatkan sosialisasi dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

B Tanjungpinang. Para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai juga dengan
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mudahnya mendapatkan produk rokok ilegal tersebut dan masih bebas
diperjual belikan. Dengan penjualan harga yang lebih rendah, para pengguna

rokok lebih tergiur dengan membeli rokok ilegal tanpa pita cukai yang tentu

dapat membaf m yang diberikan

‘ ‘ !!]!“‘ .@@‘ p merata.

dan penegakan
hukum peredara enderal Bea dan
Cukai da

produksi iy 1 K3 o y an pengendalian

peredaran

Madya Pabean B Tanjungpinang yaltu melakukan sosialisasi dan operasi pasar
guna memutuskan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai serta menekankan

peredaran rokok ilegal tersebut.

. Faktor Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Konsumen

Terhadap Rokok llegal Tanpa Pita Cukai Yang Ditemui Oleh Kantor
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Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjungpinang

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap

tanpa pita cukai yang ada di Tanjungpinang dengan menggunakan alat

pengumpul data kuesioner sebagai berikut:

Tabel 111.14

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok llegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Penjualan Rokok llegal Tanpa Pita Cukai
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PERTANYAAN

TIDAK

Apakah saudara pernah menjual

rokok ilegal tanpa pita cukai ? dan

menjual

100%.

untuk membeli dan dijual kembali rokok ilegal tanpa pita cukai

tersebut. Sebagian pedagang lainnya ada juga yang memang sengaja

melewati pengawasan Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjugpinang agar produk rokok yang mereka jual tidak dikenakan

cukai atau pajak. Para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai

dapat lolos melewati pengawasan Pihak Bea dan Cukai dengan cara
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menyembunyikan produk penjualan rokok hasil tembakau tersebut di

dalam truk yang berisi barang-barang kiriman yang bukan produk

hasil tembakau tersebut. Ada juga sebagian pelaku usaha yang

Tabel 111.15

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok llegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Daerah Pengedaran Rokok llegal Tanpa Pita Cukai

untuk melakukan

PERTANYAAN

YA

TIDAK

Apakah saudara mengetahui titik-

100%
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titik daerah pengedaran rokok

ilegal tanpa pita cukai ?

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Z) khususnya
kebanyakan di
stipermarket atau
pa pita cukai.”

tanpa pita cukali,

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Faktor Penjualan Rokok llegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN YA TIDAK

Apakah yang menjadi faktor 100% -
penjualan rokok ilegal tanpa pita

cukai ?
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Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwasannya para pelaku usaha

rokok ilegal tanpa_pita cukai mengetahui faktorasfaktor melakukan jual beli

akan peminat
pembeli nya

n yaitu akses

Berdasarkan hasi dengan Bapak Sugiyono selaku
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang bahwasannya:
“Para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai melakukan hal tersebut
dikarenakan faktor pendorongnya vyaitu minatnya masyarakat terhadap

penjualan rokok yang lebih murah dan adanya peningkatan atau kenaikan tarif

cukai hasil tembakau juga menyebabkan masyarakat sebagai konsumen
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merasa terbebani terhadap kenaikan tersebut, sehingga para pengusaha rokok
memanfaatkan momentum tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Sugiyono

selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan

serta sanksi yang didapati. InT"@ 7 dari pilihan jawaban “Ya” sebanyak

100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal
tanpa pita cukai bahwasannya:

“Tentu kami merasa rugi dikarenakan produk rokok ilegal tersebut
diambil dan ditahan oleh Pihak Bea dan Cukai, sehingga uang yang sudah

mereka keluarkan untuk pengambilan produk rokok ilegal tersebut tidak
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membuahkan hasil dan tidak menjadi keuntungan.” (Wawancara dengan para
pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi

Pelaksana Pegg g dan Pelayanan Bea

‘ ‘ ! | ““ .e; ktor-faktor

ga déin Cukai Tipe Madya
<>

'3
W
Pihak Bea dan CU Wa Pabean B Tanjungpinang juga
mengalami hambatan eksternal terbesar yang ditemui oleh Pihak Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dalam menekankan peredaran
rokok ilegal tanpa pita cukai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjungpinang. Adapun faktor eksternal yang dialami yaitu:
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1. Kesadaran masyarakat yang belum tahu dan belum memahami terkait
kepabeanan dan cukai. Tidak hanya sebatas pemahaman mengenai

kepabeanan dan cukai, tetapi kurangnya kepekaan dan kesadaran

ggal tanpa pita cukai

‘ ‘ n*““ .’a. pendapatan

PelaVanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pég

3
N\ | \\‘-‘

Hambatan-hambata I oleh Pihak bea dan cukai
Tanjungpinang juga hampir sama dengan aparat penegak hukum yang lain,
hanya saja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Tanjungpinang ada banyak aturan-aturan hukum yang berasal dari

instansi lain yang perlu di perhatikan juga.

Terhadap hasil penelitian yang penulis temukan faktor-faktor

hambatan yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
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Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yaitu wilayah pengawasan yang sangat
luas dan kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi faktor hambatan yang

ditemui selama ini. Kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat serta peran

i ‘“ Ban enckai ‘ﬂ . rokok ilegal tanpa
WS T ARRRRNR Ry,
- ,

“‘@ ambatan yang dialami di

okok ilegal yang ditemui oleh Pihak

yang penulis temuke Qa‘
setiap penekanan dan penega
Bea dan Cukai yaitu sama, bahwa lemahnya aturan dan regulasi menjadi

hambatan dalam menekankan peredaran rokok ilegal.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

mengenai
Implementa Tanpa Pita
Cukai 5 1\ entang Cukai
Studi K {' and ea Dan Cukai
Tipe Mal 5’

untuk dikonsumsi dan rokok seperti apa yang legal untuk dibeli dan
melakukan sosialisasi dengan pengusaha Barang Kena Cukai Hasil
Tembakau, seperti memberikan penjelasan rokok seperti apa yang legal
untuk diperjual belikan, lalu memberikan gambaran langkah-langkah yang
harus pengusaha lewati agar rokok yang dijual tersebut legal. Pihak Bea

Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang juga telah memberikan
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perlindungan represif seperti, Mengadakan Operasi Pasar Penindakan
Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dan mengadakan Patroli Darat atau

Laut. Operasi pasar ini dilakukan apabila memang sudah ditemukan

Q@.

cukai serta masih KO

menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

B. SARAN
Adapun yang menjadi saran penulis, yaitu sebagai berikut:
1. Sebaiknya terhadap implementasi perlindungan konsumen dan

menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, yaitu Pihak Bea Dan
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Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang lebih meningkatkan
pengawasan dan lebih meluaskan sosialisasi nya kepada masyarakat, baik

terjun langsung kelapangan seperti mengedukasi ke sekolah-sekolah,

melakukag “ﬂ‘ Agl.Nasyarakatss ‘E gadakan acara seperti
oS Ymanaet i)
e

demi dalam

3

2uALNATD
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\?“%“
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3
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. Sebaiknya kepada Mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai

hal yang sama dapat menjadi rujukan dan sebaiknya melakukan penelitian

lebih lanjut agar penelitian ini dan hasil penelitiannya lebih akurat.
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LAMPIRAN | DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok llegal Tanpa Pita

Cukai Ditinjau Menugut Undang-Undang No. 39 Jahun 2007 Tentang Cukai

1. Bapak S# < v ; alAhli Pertama

Kantor an dan. Pela al dya Pabean B
. N

Tanjun

1) hukum bagi
dilakukan oleh

2) ‘ agKah/“tleler 'Then cPastian hukum bagi

gpinang ?
3) . : arangidtiperjual belikan ? Apa

?

4) Apa yang menjadi faktor terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai
?

5) Apa saja faktor hambatan yang ditemui Pihak Bea dan Cukai
Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen

terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai ?
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2. Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjungpinang
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LAMPIRAN Il DAFTAR KUESIONER PENELITIAN KONSUMEN

TERHADAP ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI

Implementasi Perlindungan Konsumen TerhadapsRokok Ilegal Tanpa Pita

Fakultas Hdlkeffr tas. Isle 3 gsaikan penulisan
Skripsi di um | sitas ISl — pifbertujuan untuk

memperole asi engena pa pita cukai di

dibawah ini.

B. Daftar Kuesioner
1. Apakah saudara mengetahui perbedaan rokok legal dan rokok ilegal ?

a. Ya b. Tidak
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2. Apakah saudara pernah mendapatkan informasi pemahaman mengenai

rokok legal dan rokok ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Tanjungpinang ?
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LAMPIRAN Il DAFTAR KUESIONER PENELITIAN PELAKU USAHA

ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI

Implementasi Perlindungan Konsumen TerhadapsRokok Ilegal Tanpa Pita

Fakultas Hdlkeffr tas. Isle g 8Saikan penulisan
Skripsi di um | sitas ISla ' pifbertujuan untuk
memperole asi ; : pa pita cukai di

Tanjungpina a me '_ alesa akilir saya. Apabila

dibawah ini.

B. Daftar Kuesioner
1. Apakah saudara pernah mendapat informasi mengenai penjualan rokok
ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang
?

a. Ya b. Tidak
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. Apakah saudara pernah menjual rokok ilegal tanpa pita cukai ?

a. Ya b. Tidak

. Bagaimana saudara bisa lolos melewati pengawasan pihak Bea dan

Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjunginang ?

a. Ya b. Tidak

. Apakah saudara pernah mendapatkan sanksi atas penjualan rokok

ilegal tanpa pita cukai ? Dan sanksi seperti apa yang saudara dapati ?

a. Ya b. Tidak
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10. Apakah saudara merasa rugi atas penjualan rokok ilegal tanpa cukai

tersebut serta sanksi yang didapat ?

a. Ya b. Tidak

DN disay yepepe jur udwnyoq
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LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

Gambar I: Penulis didepan Kantor Pe an dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Tanjungpinang
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< 8 End-to-end Encrypted ‘.0

Bapak Bobby Bea dan Cukai
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Gambar V: Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi
Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang melalui telfon whatsapp

132



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag

Iy disay yejepe 1un udwnyo(g

(ENAL. -

Gambar VI: W3

s
{
W,

\\‘»

133



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

134



nenyj wejsy sejsIdAm ueeyeisndiog

Iy disay yejepe 1un udwnyo(g

Gambar VIII: Warung atau Kedail 3 yang menjual Rokok llegal Tanpa Pita

Cukai di Tanjungpinang
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Gambar X: Penulis menemukan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di salah

satu warung atau kedai di Tanjungpinang dengan Merek Rave
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satu warung atau kedai di Tanjungpinang dengan Merek Luffman
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